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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PENANGANAN UNJUK RASA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

—_

bahwa untuk memperjelas batas volume pekerjaan dan
batas wewenang antar unit kerja dalam penanganan
unjuk rasa di lingkungan kantor Kementerian Kesehatan,
perlu dilakukan pengaturan Tata Hubungan Kerja
Penanganan Unjuk Rasa di Kementerian Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja

Penanganan Unjuk Rasa di Kementerian Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4 /2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi

Pemerintah;
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Menetapkan

3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara
Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomopr 1216);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan

Tatalaksana;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA
HUBUNGAN KERJA PENANGANAN UNJUK RASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1
Pengaturan Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di
Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi yang
didasarkan pada kejelasan mekanisme hubungan antar unit
kerja atau antar unit Eselon I dalam melaksanakan tugas
dan fungsi terkait penangan unjuk rasa di Kementerian

Kesehatan.

Pasal 2
Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 digunakan sebagai acuan bagi satuan organisasi dalam
pelaksanaan penanganan unjuk rasa di Lingkungan

Kementerian Kesehatan.
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Pasal 3
Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di
Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA
PENANGANAN UNJUK RASA
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

BABI
PENDAHULUAN
A.  LATAR BELAKANG

Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan
upaya optimal pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam
mengemban tugas pembangunan kesehatan. Penataan struktur organisasi
belum menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban
oleh pemangku jabatan mengingat struktur organisasi hanyalah suatu
alat untuk membagi bidang-bidang pekerjaaan/tugas. Dinamika dari
organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh pengaturan
tata hubungan kerja antar unit kerja dan antar unit Eselon 1.

Tata hubungan kerja merupakan salah satu kelengkapan dari
pengorganisasian Kementerian Kesehatan, di mana dengan adanya tata
hubungan kerja diharapkan fungsi-fungsi yang cenderung tumpang tindih
atau memerlukan kerjasama dengan intensitas yang cukup tinggi dan
melibatkan beberapa unit kerja dapat dilaksanakan lebih efektif dan
efisien. Tata Hubungan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
bersifat dinamis dan tidak tertutup adanya penyempurnaan, khususnya
bila ada perubahan dalam pengorganisasian Kementerian Kesehatan
ataupun adanya perubahan mekanisme pelaksanaan tugas.

Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di Kementerian
Kesehatan merupakan salah satu dari beberapa tata hubungan kerja
lainnya, dan masing-masing tata hubungan kerja diatur dalam Peraturan

Menteri tersendiri.
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PENGERTIAN TATA HUBUNGAN KERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana,
vang dimaksud dengan tata hubungan kerja (tahubja) adalah pengaturan
hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam
bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan atau taktis
operasional.

Tata hubungan kerja perlu dibuat terutama bagi unit-unit kerja
vang memiliki tugas-tugas yvang berpotensi beririsan dengan tugas unit-
unit kerja lain atau memang memerlukan kerjasama yang harus diatur;
atau dibuat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan strategis vang memang
perlu diperjelas hubungan antara unit kerja dalam bentuk peran masing-
masing unit kerja tersebut.

Tata hubungan kerja dapat mencakup tata hubungan kerja intern
dan tata hubungan kerja ekstern. Tata hubungan kerja intern adalah
pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di
dalam suatu organisasi, sedangkan tata hubungan kerja ekstern adalah
pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi
dengan unit-unit kerja di luar organisasi tersebut.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyusunan tata
hubungan kerja intern di lingkungan kementerian kesehatan, meliputi :

1.  Menginventarisasi/mendata tugas-tugas yang cenderung tumpang
tindih atau benar-benar memerlukan pengaturan kerjasama.

2. Menetapkan unit kerja yang menjadi pelaksana utama (focal point)
dari masing-masing tugas.

3. Menetapkan peran unit-unit terkait dalam pelaksanaan tugas
tersebut.

4. Menetapkan kegiatan-kegiatan vyang perlu dilakukan dalam
pelaksanaan masing-masing tugas sesuai dengan peran masing-

masing unit.

FUNGSI TATA HUBUNGAN KERJA
Peran dalam tata hubungan kerja menggambarkan fungsi-fungsi
vang terjadi akibat pelaksanaan suatu kegiatan serta unit kerja yang

menerima atau mengambil peran tersebut.



